




A. LATAR BELAKANG 
Beriringan perkembangan zaman keberadaan akan tanah semakin hari 
semakin meningkat searah dengan cepatnya pembangunan di segala bidang 
dengan kondisi Indonesia yang beragam agraris dengan jelas tanah berfungsi 
yang penting untuk bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 juga telah mencantumkan pasal terkait peraturan bumi dan 
air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Khususnya pada pasal 
33 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI 1945 menerangkan bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnyadikuasai oleh negara dan 
dimanfaatkan ssebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebelum 
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA 
dapat ditemukan bahwa negara memiliki peran terhadap tanah sifatnya 
menguasai bukan memiliki yang berarti negara mempunyai hak milik atas 
tanah atau memiliki tanah. Sehingga jelaslah bahwa penguasaan tanah negara 
berdasrkan UUPA sifatnya “hukum publik dan perdata” tetapi sebelum 
berlakunya UUPA penguasaan tanah hanya bersifat “Hukum Perdata”. 
Sebagaimana macam-macam penguasaan tanah bisa dilihat dalam pasal 2 ayat 
2 UUPA yang menyatakan bahwa untuk memastikan dan mengatur yang 
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berkaitan mengenai keterkaitan hukum antara orang dengn bumi, air dan ruang 
angkasa.1 
Sebagaimana yang telah diuraikan pada pasal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa tanah olehnegara berdasarkan UUPA bersifat “hukum publik dan 
hukum perdata” yang mana dalam pelaksanaannya bertumpu pada ketetapan 
pasal 2 ayat 2 UUPA. Dapat dilihat dalam ketentuan angka 1 mengatur 
kewajiban negara menurut hukum publik akan tetapi dalam ketentuan angka 2 
dan 3 kewenangan negara berdasrakan hukum perdata. Jika membahas 
peralihan hak atas tanah, pertama harus memperhatikan ketetapan khususnnya 
penetapan peralihan hak atas tanah yang merupakan bagian dari 
pendaftarantanah. Ketetapan dalam mengatur pendaftaran tanah salah satunya 
peralihan hak atas tanah telah dimuat pada pasal 19 UUPA dan peraturan 
pelaksanaanya. Dalam perkembangannya ketetntuan ini kemudian diganti 
dengan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah No. 24 Tahun1997. Yang 
mana dalam PP ini diadakan simplifikasi dan prosedur dalam penyelenggaraan 
pendaftarantanah. 
Peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan pemindahan hak dari satu 
pihak ke pihak lain. Hak atas tanah disini yaitu hak milik yang mana hak milik 
ini merupakan hak yang kuat, turun menurun dan mampu dipunyai oleh setiap 
orang dimana tujuan dan penggunannya harus berfungsi sosial. Pendaftaran 
peralihan hak atas tanah adalah pencatatan peralihan hak atas tanah, pencatatan 
                                                          
1 Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 
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yang dimaksudyaitu pencatatan administrasii atau cara beralihnnya 
kepunyaann suatu bidang tanah dari pihak satu ke pihak lainnya. Agar adanya 
kepastian hukum dari hak-hakatas tanah maka harus mendaftarkan tanahnya 
dikantor pertanahan setempat. Pemlik hak atas tanah jika diadakan peralihan 
hak atas tanah yang mana ini memiliki tujuan untuk pemindahan hak dari  pihak 
satu ke pihak lain wajib dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT yang ditunjuk oleh kepala 
BPN. Sebagaimana hal telah ditetapkan daIam Peraturan Pemerintah 
Pendaftaran Tanah No. 24 Tahun 1997 pada pasal 37 ayat (1) dan (2) dan pasal 
38 ayat (1) dan (2).  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
PembuatAkta Tanah No. 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa ada 3 macam 
PPAT yaitu: Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT), PPAT sementara (Camat 
atau Kepala Desa), PPAT Khusus ( Pejabat Badan Pertahanan Nasional 
(BPN)).2 Dari tiap-tiap PPAT mempunyai wewenang untuk pembuatan Akta 
autentik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jika 
dalam daerah tidak ada PPAT ataupun sudah  tetapi jumlahnya tidak cukup 
untuk melayani keperluan masyarakat dalam pembuatan akta-akta yang 
berkaitan dengn tanah terutama akta tanah yang belum bersertifikat maka untuk 
sementara pemerintah menugaskan camat sebagai Pejabat Akta Tanah 
Sementara dalam hal melayani kepentingan masyarakatnya. Hal ini sesuai 
                                                          
2 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
No. 37 Tahun 1998  
4 
 
dengan pasal 5 ayat (3) huruf (a) PP Tentang Peraturan Jabatan PPAT No.37 
Tahun1998 yang menyatakan dalam hal melayani masyarakat dalam membuat 
akta PPAT didaerah yang belum memadai adanya PPAT pemerintah menunjuk 
Camat atau Kepala Desa selaku PPAT sementara. Di wilayah Kabupaten 
Cirebon Jawa Barat khususnya desa ambit pembuatan akta-akta yang 
berkenaan dengan tanah maka Camat yang ditunjuk selaku PPAT sementara. 
Maka dari itu jika terjadinya jual beli tanah bekas adat yang belum terdaftar 
ataupun karna suatu hal lain yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan tanah 
tersebut maka harus dilakukan pendaftaran ulang yang mana pendaftaran ini 
nantinya memerlukan identitas dari pemilik tanah bekas adat tersebut.  
Tanah adat itu terbagi menjadi 2 yaitu Tanah Bekas Hak Milik Adatt dan 
Tanah Milik Masyarakat Ulayat Hukum Adat, namun penulis disini lebih 
difokuskan ke penelitian yang berkaitan dengan Tanah Bekas Hak Milik Adat. 
Maka dari itu sesuai dengan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka 
penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul “PELAKSANAAN 
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BEKAS ADAT 
YANG BELUM BERSERTIFIKAT” 
B. RUMUSAN MASALAH 




1. Bagaimana prosedur dan persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah 
bekas adat yang belum bersertifikat di Desa Ambit Kecamatan Waled 
Kabupaten Cirebon? 
2. Permasalahan apa yang timbul dalam proses pendaftaran peralihan hak atas 
tanah bekas adat yang belum bersertifikat dan solusi penyelesaiannya? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui prosesdur dari awal sampai akhir beserta persyaratan-
persyartan yang harus dilengkapi untuk mendaftarakan peralihan hak atas 
tanah bekas adat yang belum bersertifikat. 
2. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat 
Desa Ambit terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat 
sertasolusi penyelesaiannya. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat dari penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat dan 
menambahkan ilmu pengetahuan baik untuk penulis sendiri dan masyarakat 
umum dibidang ilmu hukum terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas 
tanah bekas adat yang belum bersertifikat.   
2. Manfaat Praktisi 
Secara Praktisi dari penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat dan 
informasi untuk masyarakat sehingga menambah wawasan masyarakat  
mengenai pendaftaran peralihak hak atas tanah bekas adat belum bersertifikat.  
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E. METODE PENELITIAN 
Metode dalam  penelitian yaitu penelitian lapangan, dengan memakai 
metode-metode tertentu yakni: 
1. Metode Pendekatan 
Jenis penelitian digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang 
mana didalam penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Penggunaan metode penelitian hukum empiris ini disesuaikan 
dengan keadaan hukum yang dilakukan senyatanya. Kemudian dilanjutkan 
untuk menemukan fakta (fact-findingi), penemuan masalah (problem-finding), 
setelah itu identifikasi masalah (problem-identificationi) dan terakhir 
penyelesaian masalah (problem-solution) guna untuk mengetahui pelaksanaan 
pendaftaran peralihan ha katas tanah bekas adat yang belum bersertifikat sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku. 
2. Sifat Penelitian  
Penelitian ini nantinya menggunakan penulisan deskriptif yang mana tujuan 
dari penulisan deskriptif itu untuk memberikan dan menjelaskan data-data yang 
ada.  
3. Lokasi Penelitian  
Di dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian yang berada di 
wilayah pedesaan yaitu Desa Ambit Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan 
penulis melakukan penelitian dilokasi ini untuk memahami pelaksanaan 
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pendaftaran peralihan hak atas tanah adat yang belum bersertifikat dan 
permasalahan yang dihadapi beserta penyelesaiannya. 
4. Jenis Data 
a) Data Primer 
Data Primer yaitu bahan hukum yang membuat orang patuh seprti bahan-
bahan hukum yakni undang-undang, peraturan pemerintah ataupun 
peraturan hukum terkait yang lainnya sebagai dasar hukum untuk acuan. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder yaitu bahan-bahan yang membrikan penjelasan terkait data 
hukum primer  hasil proses pendapat atau pikiran para ahli yang memahami 
suatu bidang tertentu secgara khusus sehinggaakan memberikan petunjuk 
kepada peneliti. Data sekunder ini berupa bahan-bahan pustaka berupa 
buku, jurnal, karya ilmiah, kamus dan perundang-undangan sebagai dasar 
hukum untuk acuan. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan dilapangan maka perlunya pengumpulan data yang  
dengan cara berkomunikasi langsung dan studi dokumentar agar sesuai dengan 
fakta yang ada dan tidak adanya pemalsuan informasi maka kegiatan teknik 
pengumpulannya dengan cara: 
a) Wawancara 
Dilakukan wawancara yang tujuannya itu untuk mendapatkan keterangan 
dari narasumber yaitu Kepala Desa untuk mengertahui pelaksanaan 
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pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum bersertifikat 
dan masyarakat sebagai para pihak untuk mengetahui penyebab dan 
permasalahan yang dialami saat pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas 
adat belum bersertifikat. Wawancara ini dilakukan secara Tanya jawab 
dengan narasumber dengan menggunakan wawancara yang baik yaitu 
dengan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang mana jika terstruktur 
maka berlandaskan  pertanyaan yang sudag disusun secara terperinci dan 
tidak struktur merupakan acuan yang memuat secara garis besarnya saja.  
b) Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan kepada subjek 
penelitian yakni data-data diperoleh dari kepustakaan dan berita-berita yang 
ada pada media-media ceak maupun media elektronik serta data-data yang 
sudah ada dan disesuaikan dengan judul penelitian yang berupa dokumen 
dan data tertulis yang berupa berkas maupun catatan-catatan penting yang 
mendukung penelitian ini. 
6. Metode Analisis 
Data yang diperoleh ini berupa hasil data yang ada dilapangan (primer) dan 
menganalisis data hasil kepustakaan (sekunder) dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif sebagai jawaban dari permasalahannya secara deskriptif. 
F. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan merupakan gambaran secara singkat mengenai 
pembahasan dimulai Bab I sampai dengan Bab IV tujuannya untuk mengtahui serta 
mempermudah  untuk mendapatkan hasil penelitian sebagaimana berikut:: 
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BAB I PENDAHULUAN 
Dalam Bab I ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang 
sesuai dengan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam Bab II ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang teori pengertian 
pendaftaran tanah, Asas-asas, tujuan dan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali 
serta pihak-pihak yang ada didalam pendaftaran tanah, menguraikan tentang 
peralihan hak atas tanah dan menguraikan tentang pengertian tanah bekas adatdari 
segi permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta tinjauan yang mendukung 
mengenai penelitian ini.  
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam BAB III ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai prosedur 
dan syarat-syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat yang belum 
bersertifikat dan permasalahan yang dialami oleh pihak pendaftar peralihan hak atas 
tanah bekas adat yang belum bersertifikat serta solusi penyelesaiannya di desa 
Ambit kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. 
BAB IV PENUTUP 
Dalam Bab IV ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan 
jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang ada. Pada Bab ini juga memuat saran-
saran untuk diajukan berdasarkan dari hasil penelitian ini. 
